
  

     

 

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH 
 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH 
NOMOR 1 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat khususnya 
pelayanan kesehatan dasar kepada 
seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, 
pemerintah menyediakan fasilitas untuk 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan;  
 

b. bahwa atas pemanfaatan fasilitas dan 
jasa pelayanan kesehatan yang diterima 
masyarakat dikenakan retribusi; 

 

c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. Retribusi Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah yang diatur 
dalam Peraturan Daerah; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan;     

 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia; 

 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Kota Sungai 
Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4871); 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 
 
 
 



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5659);  

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4833); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH 

 

dan 
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh. 



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah.  

3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh. 
4. Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan yang 

ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar 
seluruh  pengeluaran Daerah.  

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 
dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

6. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota 
Sungai Penuh yang tugas pokok dan kewenangannya di 
bidang kesehatan. 

7. Kepala SKPD Teknis adalah Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Teknis Kota Sungai Penuh yang 
mebawahi seluruh jajaran kesehatan yang ada di Kota 
Sungai Penuh. 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya. 

9. Puskesmas Pembantu adalah Unit Penunjang dari 
Puskesmas yang bersifat sederhana dan serbaguna. 

10. Puskesmas Keliling adalah kegiatan Puskesmas yang 
mempunyai tujuan untuk memperluas dan meningkatkan 
jangkauan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 
Puskesmas. 

11. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut dengan 
Polindes adalah suatu tempat yang dapat didirikan oleh 
masyarakat di desa atas dasar musyawarah sebagai 
kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat 
Desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan 
Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB), pengembangan 
diri dari Polindes (Pos Kesehatan Desa). 



12. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dalam Kota 
Sungai Penuh. 

13. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan 
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang 
dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau 
pelayanan kesehatan. 

14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan 
kesehatan/medik terhadap individu atau keluaraga yang 
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter 
umum atau dokter gigi. 

15. Pelayanan Penunjang adalah pelyananan untuk 
menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang antara 
lain dapat berupa pelayanan pathologi klinik, pathologi 
anatomi, mikrobiologi, radio diagnostik, elektromedik, 
endoscopy, farmasi, gizi dan tindakan medik atau 
pelayanan penunjang lainnya. 

16. Pelayanan Konsultasi Khusus dan atau Tindakan Khusus 
adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi 
dan atau tindakan khusus seperti konsultasi dan atau 
tindakan psikologis, konsultasi dan atau tindakan 
psikiatri, konsultasi gizi dan atau konsultasi lainnya. 

17. Pelayanan Visum et Repertum adalah pelayanan 
pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, atau 
sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis 
sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk 
keperluan medico legal/penegakan hukum. 

18. Operasi Kecil adalan tindakan medis yang dapat 
dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan 
khusus bisa/tidak menggunakan pembiusan lokal.  

19. Operasi sedang adalah tindakan medis yang dapat 
dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan 
khusus dan menggunakan pembiusan lokal. 

20. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik 
terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang 
dilaksanakan oleh tenaga dokter spesialis.   



21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien 
untuk observasi, perawatan dan diagnosis 
pengobatan,rehabilitasi medikdan atau pelayanan 
kesehatan lainnya dengan rawat inap di Puskesmas Rawat 
Inap. 
 

22. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 
rawat jalan dan gawat darurat. 

 

23. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang 
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan 
jenis penyakit. 

 

24. Rumah Sakit Khusus adalah rumah Sakit yang 
memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu 
jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan 
umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.  

 

 

25. Laboraturium Kesehatan adalah saranan kesehatan yang 
melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian 
terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan 
bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis 
penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau 
factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan 
dan kesehatan masyarakat. 

 

26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.  

 



27. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan 
mencakup jasa saranan dan jasa pelayanan bagi 
perorangan, masyarakat atau badan yang dilayani oleh 
Puskesmas/Puskesmas perawatan serta jaringannya 
dalam Kota Sungai Penuh.  

28. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
dapat dikenakan retribusi. 

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha 
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan. 

31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau orang.  

32. Surat Pendaftaran Objek retribusi Daerah yang 
selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang 
digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data 
objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar 
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.  

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah retribusi yang terhutang.  

34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran 
retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah. 



35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adala surat keputusan 
yang menentuka jumlah kelebihan pembayaran retribusi 
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. 

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan 
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau 
denda. 

37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh 
wajib retribusi. 

38. Pelayanan kunjungan rumah (home care) adalah 
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas 
Puskesmas baik oleh dokter atau paramedic lainnya 
dengan mendatangi pasien atau lokasi. 
 

39. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang 
bergerak dalam kegiatan usaha asuransi kesehatan yang 
bertanggungjawab atas sebagian atau seluruh trhadap 
retribusi pelayanan kesehatan bagi pesien yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan. 

40. Pasien tidak mampu adalah pasien yang secara akonomi 
tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di 
Puskesmas yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu 
atau surat keterangan yang sah, atau gelandangan, 
pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, 
atau penghuni panti asuhan yang dijamin melalui 
penjamin seperti Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan 
Kesehatan Daerah atau dengan nama lain. 

41. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan 
Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program 
Jaminan Kesehatan.  

 
 



42. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 
Pemerintah. 

43. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidk 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang 
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

 
 

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI    

Pasal 2   
 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut 
Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah.  
 

Pasal 3      
 

(1) Objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan 
kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas 
Pembantu, Laboratorium Kesehatan, Balai Pengobatan dan 
tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang 
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali 
pelayanan pendaftaran.  
 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan 
adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

 
 
 
 



Pasal 4 
 

Subjek retribusi adalah orang pribadi, masyarakat atau badan 
yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan yang 
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
   
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 

Pasal 5 
 

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi 
jasa umum.  
 
 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA 

 

Pasal 6  
 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis 
pelayanan, bahan/ peralatan yang digunakan dan frekuensi 
pelayanan kesehatan yang diberikan. 
 
 

BAB V   
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  

STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal 7  
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa 
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan 
tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.  

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya.        

 



BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 8 
 

(1) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas 
Keliling, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan, 
Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya 
dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa 
pelayanan kesehatan. 
 

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan 
meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana 
tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 9 
 

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(2) ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.  
 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaiaman dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 
dan perkembangan perekonomian. 

 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.  

 
 

BAB VII 
WILAYAH PEMINGUTAN RETRIBUSI 

 

Pasal 10 
 

(1) Wilayah pemungutan retribusi adalah Wilayah Kota Sungai 
Penuh. 
 

(2) Retribusi yang terhutang dipungut ditempat penyediaan 
pelayanan kesehatan melalui petugas yang ditunjuk setelah 
pelayanan selesai dilakukan. 
 

 



BAB VIII 
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

 

Pasal 11 
 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.  

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu 
langganan. 

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disetor secara bruto ke rekening kas Daerah paling 
lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam. 

 
BAB IX 

TATA CARA PEMBAYARAN  
 

Pasal 12    
 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi 
sekaligus. 

(2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan.   

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 
penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan 
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.  

 
BAB X 

TATA CARA PENAGIHAN 
 

Pasal 13 
 

(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat 
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan 
dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 
dan ditagih dengan menggunakan STRD. 



(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. 

(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang 
sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan 
retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
jatuh tempo pembayaran. 

(4) Dalam jangka 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib 
Retribusi harus melunasi retribusi terutang. 

(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
pejabat yang ditunjuk. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan 
penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang 
sejenis diatur dengan Peraturan Walikota. 

 
BAB XI 

KERINGANAN/PEMBEBASAN 
 

Pasal 14 
 

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan Retribusi. 

(2) Pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib 
retribusi. 

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain diberikan dengan melihat fungsi Objek 
Retribusi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, 
keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan 
Peraturan Walikota.  

 
Pasal 15 

 

Penderita anggota veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan 
yang dapat menunjukan bukti Kartu Anggotanya yang masih 
berlaku, dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

 



Pasal 16 
 

(1) Penderita atau masyarakat yang tidak mampu yang 
memerlukan pelayanan kesehatan dapat mengajukan 
permohonan pembebasan dari retribusi kesehatan kepada 
Kepala Instansi Kesehatan dan Kepala Puskesmas dengan 
melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan. 

(2) Bagi penderita tidak mampu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus menyerahkan Kartu Jaminan Kesehatan 
selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah penderita dirawat.  

 
Pasal 17   

 

(1) Penduduk Kota Sungai Penuh yang mendapat pelayanan 
kesehatan di Puskesmas dan tidak memiliki Kartu Jaminan 
Kesehatan dan atau Asuransi Kesehatan lainnya dapat 
dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan kewajiban 
membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Walikota. 
 

Pasal 18 
 

Pelayanan peserta Jaminan Kesehatan dan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilakukan melalui 
Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan 
Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan. 

 
BAB XII 

KEBERATAN 
 

Pasal 19 
 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan 
hanya kepada Walikota atau pejabat ditunjuk atas SKRD 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 



(3) Keberatan harus diajukan dalan jangka waktu paling lama 
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika 
Wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 
kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. 

 
Pasal 20 

 

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, 
bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan 
oleh Walikota. 

(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau 
menambah besarnya retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan.  

 
Pasal 21 

 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKRDLB.  



BAB XIII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

 

Pasal 22 
 

(1) Permohonan pengembalian permohonan pembayaran 
diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-
kurangnya menyebutkan: 
a. nama dan alamat wajib retribusi; 
b. masa retribusi; 
c. besarnya kelebihan pembayaran; dan 
d. alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
disampaiakan secara langsung atau melalui pos tercatat. 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti 
pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan 
diterima oleh Walikota. 

 
Pasal 23 

 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. 

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan 
dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara 
pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga 
berlaku sebagai bukti pembayaran. 

 
BAB XIV 

KADALUWARSA PENAGIHAN 
 

Pasal 24 
 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 
kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika 
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang 
Retribusi. 
 
 
 



(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tertangguh jika: 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung.  
 

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan 
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 
 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi 
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

 
Pasal 25 

 
(1) Piutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat 
dihapuskan. 
 

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan 
piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

 
 
 
 



BAB XV 
SANKSI ADMINISTRASI 

 

Pasal 26 
 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang 
terutang kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan 
SKRDKB. 
 

BAB XVI 
PENYIDIKAN 

 

Pasal 27 
 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan pereturan perundang-
undangan. 

(3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap 
dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana perpajakan daerah; 



c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang 
perpajakan dearah dan retribusi; 
 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan 
retribusi; 

 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang 
perpajakan daerah atau retribusi; 

 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; 

 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana perpajakan daerah dan retribusi; 

 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah 
dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 
 
 



BAB XVII        
KETENTUAN PIDANA          

Pasal 28  
 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 
3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau 
kurang bayar. 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran.  

 
BAB XVIII   

KETENTUAN LAIN-LAIN  
 

Pasal 29           
 

(1) Kepala Instansi Kesehatan dapat mengadakan kerjasama 
dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari 
luar untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di 
Puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan 
dengan tarif yang sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan.  

(2) Kepala Instansi Kesehatan dapat mengadakan kerjasama 
dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya 
perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan 
kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku dan setelah mendapat 
persetujuan dari Walikota. 

 
BAB XIX 

KETENTUAN PENUTUP      

Pasal 30 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.    
 

 
 



Pasal 31   
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh. 
 
 
 

      Ditetapkan di Sungai Penuh 
      pada tanggal 5 Januari 2016 

          

      WALIKOTA SUNGAI PENUH, 
 

ttd 
 

ASAFRI JAYA BAKRI 
 

 
Diundangkan di Sungai Penuh    
pada tanggal 5 Januari 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,                      

  ttd 
 

PUSRI AMSYI 

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH 
TAHUN 2016 NOMOR 1 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kabag. Hukum 
Setda Kota Sungai Penuh,  

    
   
ZAHIRMAN, SH 
NIP. 19730115 200604 1 006    
 



        LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
        NOMOR 1 TAHUN 2016   

        TANGGAL 5 JANUARI 2016      

 
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS  

 

NO JENIS PELAYANAN 
JASA SARANA 

(Rp) 

JASA 
PELAYANAN 

(Rp) 

TOTAL 

(Rp) 

 
KET 

1 2 3 4 5  

Pelayanan Kesehatan Dasar     

1. Rawat Jalan  3.000 2.000 5.000 Perkunjungan 
      

2. Rawat Inap (tanpa makan 
dan obat) 

25.000 15.000 40.000 Perhari 

      

3. Tindakan Bedah    Perkali 

 a. Operasi Kecil 9.000 6.000 15.000  

 b. Operasi Sedang 18.000 12.000 30.000  

 c. Pertolongan lika perlu 
dijahit 

    

 1. Jahit pertama 6.000 4.000 10.000  

 2. Jahit berikutnya 3.000 2.000 5.000  

 d. Perawatan Luka  6.000 4.000 10.000  

 e. Khitanan Anak Laki-
laki 

72.000 48.000 120.000  



 f. Tindik Anak Perempuan 12.000 8.000 20.000  

 g. Perawatan Luka Bakar 
Stadium 1 dan 2 

18.000 12.000 30.000  

 h. Pasang dan buka 
infuse, Kateterisasi, 
NGT 

9.000 6.000 15.000  

      

4. Persalinan KB    Perkali 

 a. Persalinan Normal 300.000 200.000 500.000  

 b. Persalinan dengan 
penyulit 

600.000 400.000 1.000.0
00 

 

 c. Lahir kembar 720.000 480.000 1.200.0
00 

 

      

5. Pelayana KB    Perkali 

 a. Pemasangan IUD 60.000 40.000 100.000  

 b. Pelepasan IUD Nornal 60.000 40.000 100.000  

 c. Pelepasan IUD Penyulit 90.000 60.000 150.000  

 d. Pemasangan Implant 60.000 40.000 100.000  

 e. Pencabutan Implant  60.000 40.000 100.000  

 f. Suntik KB 9.000 6.000 15.000  

 g. Kontrol Pelayanan KB 3.000 2.000 5.000  
  

 
 

    



6. Pengujian Kesehatan    Perkali 

 a. Pelajar/Mahasiswa 3.000 2.000 5.000  

 b. Umum 6.000 4.000 10.000  

 c. KIR Haji 30.000 20.000 50.000  

 d. Rekomendasi 
Sakit/Cuit Hamil/ Cuti 

Melahirkan 

3.000 2.000 5.000  

 e. Imunisasi Caten  6.000 4.000 10.000  

 f. Pelayanan Visum Et 
Repertum korban hidup 

21.000 14.000 35.000  

 g. Pelayana Visum Et 
Repretum Mati 

27.000 18.000 45.000  

      

7. Pelayanan Kesehatan Gigi     Pergigi 

 a. Pencabutan gigi normal 6.000 4.000 10.000  

 b. Pencabutan gigi sulit 12.000 8.000 20.000  

 c. Penambalan Lobang 
gigi  

12.000 8.000 20.000  

 d. Pembersihan Karang 
gigi 

20.000 10.000 30.000  

      

8. Konsultasi Gizi  6.000 4.000 10.000 Perkali 
      

9. Konsultasi Jiwa/Psikologis 6.000 4.000 10.000 Perkali 
      



10. Konsultasi Klinik Sanitasi 6.000 4.000 10.000 Perkali 
      

11. Penggunaan Oksigen  2.100 1.400 3.500 perstrip 
      

12. Penggunaan Ambulance    Perkali 

 a. Dalam Kota Sungai 
Penuh 

60.000 40.000 100.000  

 b. Jarak  untuk luar Kota 
Sungai Penuh, 
sebagaimana dimaksud 
pada huruf a ditambah 
Rp.4.000,- (empat ribu 
rupiah) untuk setiap 1 
(satu) kilometer 

2.000 2.000 4.000  

 c. Abodemen (sopir, cuci 
mobil, dan lain-lain) 

60.000 40.000 100.000  

 d. Petugas Pendampingan 60.000 40.000 100.000  
      

13. Pelayanan Tindakan gawat 
Darurat 

12.000  8.000 20.000 Perkunjungan 

      

14. Pemeriksaan Laboraturium    Perkali 

 a. Pemeriksaan 
Heematologi 
 

    



 1. Pemeriksaan darah 
lengkap (hitung 
eritrosit, leukosit, 
trombosit) 

15.000 10.000 25.000  

 2. Laju endap Darah 
(LED) 

6.000 4.000 10.000  

 3. Haemoglobin 3.000 2.000 5.000  

 4. Golongan Darah 
 

6.000 4.000 10.000  

 b. Kimia Darah     

 1. Gula Darah  9.000 6.000 15.000  

 2. Ureum 9.000 6.000 15.000  

 3. Asam Urat 9.000 6.000 15.000  

 4. Colesterol 9.000 6.000 15.000  

 5. Bilirubin 6.000 4.000 10.000  

 6. SGOT 9.000 6.000 15.000  

 7. SGPT 9.000 6.000 15.000  

 8. Creatinin 6.000 4.000 10.000  

 9. Trigliserida 6.000 4.000 10.000  

 10. HDL  6.000 4.000 10.000  

 11. LDL 6.000 4.000 10.000  

 12. Troponin T 6.000 4.000 10.000  

 13. CKMB 6.000 4.000 10.000  



 

 c. Parasitologi     

 1. Widal  9.000 6.000 15.000  

 2. Malaria 4.500 3.000 7.500  

 3. Mikrofilaria 3.000 2.000 5.000  

 4. Hbs Ag 4.200 2.800 7.000  

 5. Anti HBS 20.000 10.000 30.000  

 6. Ig M anti Hb 20.000 10.000 30.000  

 7. HIV 
 

6.000 4.000 10.000  

 d. Mikro Biologi     

 1. Sputum 3.000 2.000 5.000  

 2. Croscek BTA 3.000 2.000 5.000  

 3. Sekret Jamur 
 

6.000 4.000 10.000  

 e. Urine     

 1. Uriene Lengkap 9.000 6.000 15.000  

 2. Tes Kehamilan 6.000 4.000 10.000  

 3. Tes Narkoba 
 

30.000 20.000 50.000  

 f. Feeces     

 Laboraturium 
Lingkungan 

    



 1. Fisika     

 a) TDS 3.000 2.000 5.000  

 b) TSS 3.000 2.000 5.000  

 c) Kekeruhan 2.000 1.000 3.000  

 d) Warna 2.000 1.000 3.000  

 e) Suhu 2.000 1.000 3.000  

 2. Kimia     

 a) Florida 6.000 4.000 10.000  

 b) Nitrit 6.000 4.000 10.000  

 c) Cyanida 18.000 12.000 30.000  

 d) Besi 12.000 8.000 20.000  

 e) Kesadahan 900 600 1.500  

 f) Clorida 4.500 3.000 7.500  

 g) Ph 3.000 2.000 5.000  

 h) Sulfat 4.200 2.800 7.000  

 i) BOD 20.000 10.000 30.000  

 j) COD 

 

 

 

 

20.000 10.000 30.000  

 



 g. Pemeriksaan penunjang 
lainnya 

    

 1. Pemeriksaan USG 30.000 20.000 50.000  

 2. Pemeriksaan EKG 20.000 15.000 35.000  

 3. Pemeriksaan 
Rontgen 

42.000 28.000 70.000  

      

15. Pelayanan Spesialistik 18.000 12.000 30.000 Perkunjungan 
 

 
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 
 
     ttd 
 

ASAFRI JAYA BAKRI 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

 



    LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
 NOMOR 1 TAHUN 2016 

 TANGGAL 5 JANUARI 2016     
          
                                    

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM 
KESEHATAN DAERAH        

 

NO Jenis Pemeriksaan        
Jasa Sarana 

(60%) 

Jasa Pelayanan 

(40%) 
Tarif (Rp) 

 

Ket 

1 2 3 4 5  

1 Pelayanan Pemeriksaan Hematologi Perkali 

 a. Hematologi Lengkap 

(Analyzer) 

36.000 24.000 60.000  

 b. Hemoglobin 6.000 4.000 10.000  

 c. Hitung Sel Lekosit 6.000 4.000 10.000  

 d. Hitung Sel Eritrosit 6.000 4.000 10.000  

 e. Diff Count 6.000 4.000 10.000  

 f. Hematrokit 6.000 4.000 10.000  

 g. MCV 6.000 4.000 10.000  

 h. MCH 6.000 4.000 10.000  

 i. MCHC 6.000 4.000 10.000  

 j. Reticulosit 6.000 4.000 10.000  



 k. Laju Endap Darah 6.000 4.000 10.000  

 l. Waktu Pendarahan 6.000 4.000 10.000  

 m. Waktu Pembekuan 6.000 4.000 10.000  

 n. Rumple Leede 6.000 4.000 10.000  

 o. Rektraksi bekuan 9.000 6.000 15.000  

 p. aPTT 33.000 22.000 55.000  

 q. PT 30.000 20.000 50.000  

 r. Sel LE 27.000 18.000 45.000  

 s. Morfologi  Sel Darah Tepi 12.000 8.000 20.000  

      

2 Pelayanan Pemeriksaan Kimia Darah Perkali 

 a. Albumin 12.000 8.000 20.000  

 b. Globulin 12.000 8.000 20.000  

 c. Total Protein 12.000 8.000 20.000  

 d. Bilirubin Direk 15.000 10.000 25.000  

 e. Bilirubin Indirek 15.000 10.000 25.000  

 f. Total Bilirubin 15.000 10.000 25.000  

 g. SGOT/ASAT 15.000 10.000 25.000  

 h. SGPT/ALAT 15.000 10.000 25.000  

 i. Cholesterol 15.000 10.000 25.000  

 j. HDL Cholesterol  15.000 10.000 25.000  

 k. LDL Cholesterol 33.000 22.000 30.000  



 l. Trigliserida 18.000 12.000 30.000  

 m. Ureum 15.000 10.000 25.000  

 n. Creatinin 12.000 8.000 20.000  

 o. Uric Acid 12.000 8.000 20.000  

 p. Glukosa Sewaktu 12.000 8.000 20.000  

 q. Glukosa Puasa 12.000 8.000 20.000  

 r. Glukosa 2 Jam PP 12.000 8.000 20.000  

 s. HBA 1 c 24.000 16.000 40.000  

 t. Alkali Fospatase 15.000 10.000 25.000  

 u. Aldolase/ALD 45.000 30.000 75.000  

 v. LDH 45.000 30.000 75.000  

 w. Amilase 45.000 30.000 75.000  

 x. Asam Fospatase  45.000 30.000 75.000  

 y. Cholinesterase 18.000 12.000 30.000  

 z. Creatinin Kinase (MB)  45.000 30.000 75.000  

 aa. Creatinin Kinase (CK) 45.000 30.000 75.000  

 bb. Gama GT 18.000 12.000 30.000  

 cc. Lipase 45.000 30.000 75.000  

 dd. Kalium 24.000 16.000 40.000  

 ee. Klorida 24.000 16.000 40.000  

 ff. Natrium 24.000 16.000 40.000  

      



3 Pelayanan Pemeriksaan Urinalisa Perkali 

 a. Urine Lengkap 15.000 10.000 25.000  

 b. pH 1.800 1.200 3.000  

 c. Protein 3.000 2.000 5.000  

 d. Reduksi 3.000 2.000 5.000  

 e. Bilirubin 3.000 2.000 5.000  

 f. Urobilin 3.000 2.000 5.000  

 g. Benzidin 3.000 2.000 5.000  

 h. Keton 1.800 1.200 3.000  

 i. Nitrit 1.800 1.200 3.000  

 j. Berat Jenis 1.800 1.200 3.000  

 k. Leukosit 1.800 1.200 3.000  

 l. Sedimen Urine 3.000 2.000 5.000  

 m. Test Kehaliman      6.000 4.000 10.000  

      

4 Pelayanan Pemeriksaan Parasitologi Perkali 

 a. Trichomonas 9.000 6.000 15.000  

 b. Candida 9.000 6.000 15.000  

 c. Candida 24.000 16.000 40.000  

 d. Filaria 9.000 6.000 15.000  

 e. Malaria 9.000 6.000 15.000  

 f. Telur Cacing 9.000 6.000 15.000  



 g. Amuba 9.000 6.000 15.000  

 h. Feases Rutin : Amuba, 

Telur Cacing 

9.000 6.000 15.000  

 i. Darah Samar 9.000 6.000 15.000  

 j. Swab Vagina : Trichomonas, 

Gonorhoe 

12.000 8.000 20.000  

      

5 a. Pelayanan Pemeriksaan Bakteriologi Perkali 

 1. Kultur 24.000 16.000 40.000  

 2. Sensitivity 24.000 16.000 40.000  

 3. Gaal Kultur/Salmonella 24.000 16.000 40.000  

 4. Pewarnaan Gram 12.000 8.000 20.000  

 5. Pewarnaan Difteri 12.000 8.000 20.000  

 6. Pewarnaan BTA/Kusta 12.000 8.000 20.000  

 7. MPN E. Coli Rutin 24.000 16.000 40.000  

 8. MPN Coli Tinja 24.000 16.000 40.000  

 9. Angka Kuman/ALT 24.000 16.000 40.000  

 10. Kultur BTA 30.000 20.000 50.000  

 b. Pemeriksaan Makanan dan Minuman Perkali 

 1. Pemeriksaan makanan 

dan minuman (Paket) 

120.000 80.000 200.000  

 2. E. coli 24.000 16.000 40.000  



 3. Vibro Cholera 24.000 16.000 40.000  

 4. Salmonella/Shigella 24.000 16.000 40.000  

 5. Enterococcus 24.000 16.000 40.000  

 6. Kapang/Jamur 24.000 16.000 40.000  

 7. Staphilococcus Aureus 24.000 16.000 40.000  

 8. Angka Kuman/ALT 24.000 16.000 40.000  

 9. MPN Coliform 24.000 16.000 40.000  

 10. Streptococcus 24.000 16.000 40.000  

 c. Air    Perkali 

 1. Pengambilan Sampel 18.000 12.000 30.000  

 2. MPN Coliform 24.000 16.000 40.000  

 3. Escheria Coli 24.000 16.000 40.000  

 4. Angka Kumun Er.coli  24.000 16.000 40.000  

 5. Air (Paket) 72.000 48.000 120.000  

 d. Usap Alat    Perkali 

 1. Usap Alat (Paket) 24.000 16.000 40.000  

 2. Escharia Coli 24.000 16.000 40.000  

 3. Vibro Cholera 24.000 16.000 40.000  

 4. Salmonella/Shigella 24.000 16.000 40.000  

 5. Enterococcus 24.000 16.000 40.000  

 6. Kapang/Jamur 24.000 16.000 40.000  

 7. Staphilococcus Aureus 24.000 16.000 40.000  



  

    

6 Pelayanan Pemeriksaan Imunologi-Serologi  Perkali 

 - Golongan Darah 6.000 4.000 10.000  

 - Rhesus 3.000 2.000 5.000  

 - Widal Test 21.000 14.000 35.000  

 - Rematoid Faktor 15.000 10.000 25.000  

 - Anti Streptomycin 15.000 10.000 25.000  

 - C Reaktif Faktor 15.000 10.000 25.000  

 - TPHA 15.000 10.000 25.000  

 - VDRL 19.800 13.200 33.000  

 - Malaria 18.000 12.000 30.000  

 - NS1 Ag 24.000 16.000 40.000  

 - HBs Ag 18.000 12.000 30.000  

 - Anti HBs 27.000 18.000 45.000  

 - Hbe Ag 27.000 18.000 45.000  

 - Anti Hbe 27.000 18.000 45.000  

 - Anti HCV 21.000 14.000 35.000  

 - Anti HIV 24.000 16.000 40.000  

 - HAV IgM 21.000 14.000 35.000  

 - Anti HAV 21.000 14.000 35.000  

 - DHF 60.000 40.000 100.000  

 - Dengue IgM 18.000 12.000 30.000  



 - Dengue IgG 18.000 12.000 30.000  

 - Toxoplasma IgM 72.000 48.000 120.000  

 - Toxoplasma IgG 72.000 48.000 120.000  

 - Rubella IgM 72.000 48.000 120.000  

 - Rubella IgG 84.000 56.000 140.000  

 - CMV IgM 72.000 48.000 120.000  

 - CMV IgG 108.000 72.000 180.000  

 - HVS 1 IgM 66.000 44.000 110.000  

 - HVS 1 IgG 66.000 44.000 110.000  

 - HVS 2 IgM 66.000 44.000 110.000  

 - HVS 2 IgG 66.000 44.000 110.000  

 - FSH 78.000 52.000 130.000  

 - Prolaktin 90.000 60.000 150.000  

 - LH 78.000 52.000 130.000  

 - Progesteron 138.000 92.000 230.000  

 - Testosteron 165.000 110.000 275.000  

 - Estradiol 78.000 52.000 130.000  

 - T3 66.000 44.000 110.000  

 - T4 66.000 44.000 110.000  

 - TSH 60.000 40.000 100.000  

 - FT3 90.000 60.000 150.000  

 - FT4 84.000 56.000 140.000  



 - Total IgE 90.000 60.000 150.000  

 - Ferritin 78.000 52.000 130.000  

 - AFP 87.000 58.000 145.000  

 - CEA 135.000 90.000 225.000  

 - FPSA 420.000 280.000 700.000  

 - TPSA 117.000 78.000 195.000  

 - CA. 125 II 120.000 80.000 200.000  

 - CA. 19-9 180.000 120.000 300.000  

 - CA. 15-3 174.000 116.000 290.000  

 - Digoxin 228.000 152.000 380.000  

 - Troponin I Ultra 180.000 120.000 300.000  

 - CKMB 522.000 348.000 870.000  

 - NI-Pro BNP 168.000 112.000 280.000  

 - VWF 72.000 48.000 120.000  

 - D-Dmer Exclusion 216.000 144.000 360.000  

 - HIV Duo Ultra 96.000 64.000 160.000  

      

7 Pelayanan Pemeriksaan Kimia Lingkungan Perkali 

 A. Air    Perkali 

 1. Fisika     

 - Suhu 3.900  2.600 6.500  

 - Rasa 3.900  2.600 6.500  



 - Bau 3.000 2.000 5.000  

 - Warna 9.000 6.000 15.000  

 - Kekeruhan 3.900  2.600 6.500  

 - Benda Terapung 3.900  2.600 6.500  

 - Daya Hantar Listrik 3.900  2.600 6.500  

 - Kejernihan 3.900  2.600 6.500  

 - Lapisan Minyak 3.900  2.600 6.500  

 - Zat Tersuspensi 3.900  2.600 6.500  

 - Zat Padat Terlarut 3.900  2.600 6.500  

 - Zat Terendap 3.900  2.600 6.500  

 2. Kimia    Perkali 

 Logam An Organik    Perkali 

 - Alumunium (AI) 15.000 10.000 25.000  

 - Antimon 15.000 10.000 25.000  

 - Arsen 15.000 10.000 25.000  

 - Salinitas 15.000 10.000 25.000  

 - Seng 15.000 10.000 25.000  

 - Sodium Absorbtion 15.000 10.000 25.000  

 - Strontium 15.000 10.000 25.000  

 - Tembaga 15.000 10.000 25.000  

 - Nikel 15.000 10.000 25.000  

 - Timbal 15.000 10.000 25.000  



 - Barium 15.000 10.000 25.000  

 - Besi 45.000 30.000 75.000  

 - Kadmium 15.000 10.000 25.000  

 - Kasadahan  15.000 10.000 25.000  

 - Kobalt 15.000 10.000 25.000  

 - Jumlah Korm 15.000 10.000 25.000  

 - Krom Valensi 6 15.000 10.000 25.000  

 - Mangan 15.000 10.000 25.000  

 - Natrium 15.000 10.000 25.000  

 - Perak 15.000 10.000 25.000  

 - Raksa 15.000 10.000 25.000  

 - Residual Sodium 
Karbonat 

15.000 10.000 25.000  

 - Selenium 15.000 10.000 25.000  

 - Timah 15.000 10.000 25.000  

 - Calsium 15.000 10.000 25.000  

 - Urasil 15.000 10.000 25.000  

 - Silika 15.000 10.000 25.000  

 - Magnesium 15.000 10.000 25.000  

 - Lithium 

 

 

15.000 10.000 25.000  



 Logam Non An Organik Perkali 

 - Amoniak Bebas 15.000 10.000 25.000  

 - Asam Borak 15.000 10.000 25.000  

 - Balerang Dioksida 15.000 10.000 25.000  

 - Boron 15.000 10.000 25.000  

 - CO2 Agresif 12.000 8.000 20.000  

 - PH 12.000 8.000 20.000  

 - Florida 15.000 10.000 25.000  

 - Fosfat 15.000 10.000 25.000  

 - Kakbon Monoksida  15.000 10.000 25.000  

 - Kebasaan 66.000 44.000 110.000  

 - BOC 12.000 8.000 20.000  

 - COD 12.000 8.000 20.000  

 - Klor Bebas 12.000 8.000 20.000  

 - Klorida 12.000 8.000 20.000  

 - Nitrit 15.000 10.000 25.000  

 - Nitrat 15.000 10.000 25.000  

 - Oksidan 15.000 10.000 25.000  

 - Oksidan Nitrogen 15.000 10.000 25.000  

 - Oksigen Terabsorbsi  12.000 8.000 20.000  

 - Oksigen Terlarut 12.000 8.000 20.000  

 - Sianida 15.000 10.000 25.000  



 - Sisa Klor 12.000 8.000 20.000  

 - Sulpat 15.000 10.000 25.000  

 - Sulfat Sebagai H2S 15.000 10.000 25.000  

 - Angka KMn0 4 12.000 8.000 20.000  

 - Fhenol 21.000 14.000 35.000  

      

 B. Udara    Perkali 

 Kebisingan     

 - Kebisingan Lingkungan 42.000 28.000 70.000  

 - Vibrasi Lingkungan  99.000 66.000 165.000  

      

 C. Pestisida     

 1. Golongan Karbonat     Perkali 

 - BPMC 99.000 66.000 165.000  

 - Karborit 99.000 66.000 165.000  

 - Propoktur 99.000 66.000 165.000  

 2. Golongan Organo Fosfat     

 - Diazinol 99.000 66.000 165.000  

 - Fenitrotion 99.000 66.000 165.000  

 - Fenition 99.000 66.000 165.000  

 - Fentoal 99.000 66.000 165.000  

 - Malation 99.000 66.000 165.000  



 3. Golongan Organo Klorin     

 - DDT 99.000 66.000 165.000  

 - Aldrin 99.000 66.000 165.000  

 - Dieldrin 99.000 66.000 165.000  

 - Endo Sulpan  99.000 66.000 165.000  

 - Klordan 99.000 66.000 165.000  

 - Endrin 99.000 66.000 165.000  

      

8 Pelayanan Pemeriksaan Toksikologi Perkali 

 - Nitrit (N02-N) 6.000 4.000 10.000  

 - Etanol 6.000 4.000 10.000  

 - Karbon Monoksida 6.000 4.000 10.000  

 - Nitrat (N03-N) 6.000 4.000 10.000  

 - Fenol 6.000 4.000 10.000  

 - Metil Alkohol 6.000 4.000 10.000  

 - Sianida (CN) 9.000 6.000 15.000  

 - Sulpida (S) 6.000 4.000 10.000  

 - Alkohol 12.000 8.000 20.000  

 - Asetil Kholinesterase 12.000 8.000 20.000  

 - Analgetik’ Antipiretik  15.000 10.000 25.000  

 - Antireumatik 15.000 10.000 25.000  

 - Antidepresi 15.000 10.000 25.000  



 - Antiepilepsi 30.000 20.000 50.000  

 - Antihistamin 15.000 10.000 25.000  

 - Anti Malaria 15.000 10.000 25.000  

 - Antipsikotropika 15.000 10.000 25.000  

 - Antiseptik 15.000 10.000 25.000  

 - Antituberculosis 15.000 10.000 25.000  

 - Kardiovaskuler 15.000 10.000 25.000  

 - Anabolik Steroid 15.000 10.000 25.000  

 - Diuretika 30.000 20.000 50.000  

 - Hipnotikum Franggulisis 24.000 16.000 40.000  

 - Narkotika/ Drug Per test 27.000 18.000 45.000  

 - Stimulansia, Amfetamin 24.000 16.000 40.000  

 - Obat-obat/ Obat lain per jenis 24.000 16.000 40.000  

 - Pestisida 24.000 16.000 40.000  

 - Kadmium (Cd) 24.000 16.000 40.000  

 - Krom (Cr) 15.000 10.000 25.000  

 - Timbal (Pb) 15.000 10.000 25.000  

 - Arsen (As) 15.000 10.000 25.000  

 - Seng (Zn) 15.000 10.000 25.000  

 - Tembaga (Cu)  15.000 10.000 25.000  

 - Raksa (Hg) 15.000 10.000 25.000  

 - Timah (Sn) 15.000 10.000 25.000  



      

9 Pelayanan Pemeriksaan Lainnya Perkali 

 Pemeriksaan Bahan Adiktif dan Dopping (NAFZA)  

 - Morfin/MOR 27.000 18.000 45.000  

 - Ganja/THC 27.000 18.000 45.000  

 - Ampetamin/AMP 27.000 18.000 45.000  

 - Cocoin/COC 27.000 18.000 45.000  

 - Benzodiazidin 27.000 18.000 45.000  

 Analisa Sperma 36.000 24.000 60.000  

 Analisa Batu Ginjal 36.000 24.000 60.000  
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